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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam proses perekrutan tenaga kontrak di wilayah Kabupaten Belu

dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari setiap instansi yang

kekurangan tenaga kerja. Metode perekrutan yang di terapkan oleh

pemerintah kabupaten Belu ialah tidak di buka secara umum, namun

dikomunikasikan secara internal dengan pegawai kontrak yang

bersangkutan. Hal ini tentunya dilakukan agar mempermudah proses

perekrutan demi menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dari

masing-masing instansi. Sehingga proses perekrutan tenaga kontrak di

beberapa instansi di Kabupaten Belu, mengalami persoalan yang berakibat

pada kualitas kerja dari para tenaga kontrak. Hal ini di sebabkan karena

pada saat perekrutan, para pegawai kontrak tidak diberikan informasi yang

jelas terkait jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan ketika sudah di

tempatkan dalam instansi bersangkutan. Oleh sebab itu dalam hal

perekrutan tenaga kontrak, ada tenaga kontrak yang ditempatkan sesuai

dengan keahlian yang di miliki dan mampu memenuhi kebutuhan yang

dibutuhkan di instansi tersebut. Walaupun ada juga kendala yang masih

dialami yakni masih saja kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian

khusus untuk ditempatkan pada jenis pekerjaan yang dapat membantu

mempermudah kinerja birokrasi dalam instansi terkait. Penempatan tenaga

kerja di beberapa instansi yang ada tidak sesuai dengan basic ilmu yang
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dimiliki oleh para pegawai kontrak. Sehingga hal ini memaksa para

pegawai kontrak untuk belajar hal baru agar mampu dalam menyelesaikan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar pengumuman adanya pekerjaan atau perekrutan pegawai

kontrak di publikasikan ke publik agar banyak masyarakat megetahui

kabar tersebut.

2. Tugas dan tanggung jawab diperjelas agar dapat dipahami oleh para

pegawai sebelum di tempatkan.

3. Sebelum merekrut, diharapkan untuk Dinas BKPSDMD agar memberikan

informasi terkait tuntutan pekerjaan agar pelamar yang melamar mengerti

akan apa yang nanti akan dikerjakan.

4. Cara menempatkan pegawai sudah bagus, namun penempatannya harus

bedasarkan latar belakang pendidikan dan kebutuhan yang sesuai di

instansi
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